TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGGUNA
LAYANAN MOBILE INTERNET SEBAGAI KONSUMEN TEHADAP IKLAN
PERALIHAN (INTRUSIVE ADVERTISMENT) DITINJAU DARI
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Lutfia Syalwa Rufaida
1287033
Abstrak

Iklan adalah merupakan salah satu sarana informasi dan promosi yang digunakan
oleh para pengusaha atau pengiklan. Iklan sebagai sarana promosi, seringkali
mengakibatkan konsumen menjadi korban yang dirugikan, salah satunya iklan
peralihan yang bersifat innapropriate. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis
dan membahas sejauh mana seorang penguna layanan internet dapat menolak
tayangan iklan dalam bentuk intrusive advertisment, khususnya dalam bentuk yang
bersifat inappropriate advertisement serta membahas mengenai pertanggung jawaban
hukum terhadap penayangan iklan yang bersifat inappropriate advertisement.

Metode yang digunakan dalam menganalisis permasalahan intrusive
advertisement, yaitu penelitian yuridis normatif. Metode yuridis normatif adalah
metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau
bahan sekunder. Melalui metode ini diharapkan dapat memberikan pemahaman
secara komprehensif terkait hak konsumen untuk menolak dan pertanggungjawaban
pelaku usaha.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penayangan iklan intrusive advertisement
yang bersifat inappropriate tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan
etika pariwara Indonesia. Hak konsumen untuk menolak intrusive advertisment
didasarkan pada Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen. Hal tersebut menghindarkan konsumen dari kedudukan
sebagai pihak yang lemah di dalam suatu kontrak dan menyetarakan kedudukan
kedua belah pihak. Tanggung jawab media periklanan terhadap penayangan intrusive
advertisment yang bersifat inappropriate didasarkan kepada contractual liability.
Terkait hal tersebut maka pengaturan mengenai intrusive advertisment diharapkan
lebih ditegskan secara jelas sebagai upaya meningkatkan perlindungan terhadap
konsumen serta terjaminnya kepastian hukum.
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Abstract

Advertisement is one of the informational and promotional media that businesses
and advertisers use. As a promotional medium, advertisement frequently leads
consumers to be damaged victims. One of such advertisements is inappropriate
intrusive advertisement. Legal protection on the consumers of advertising services
should be provided, especially against intrusive advertisements. Accordingly, the
purpose of the present research was to analyze and discuss to what extent the users of
Internet service may reject presentations of advertisement in form of intrusive
advertisement, particularly in form of inappropriate advertisement, and to discuss the
liability on the presentation of inappropriate advertisement.

The method used to analyze in relation to the problem of intrusive advertisement
is a juridical-normative method. The method is a legal research method conducted by
studying literature materials or only secondary materials. Through this method is
expected to provide a comprehensive understanding regarding the rights of
consumers to reject and liability of advertisement media

The research result revealed that the presentation of inappropriate intrusive
advertisements is in contrary to both the law and ethics of Indonesia’s advertisement.
The right of consumers to reject intrusive advertisement is based on Article 18
paragraph (1) of Law No. 8 of 1999 on Protection of Consumers. It prevents
consumers from being in a position as weak party in a contract and to make the
positions of both parties equal. The liability of advertisement media on the
presentations of inappropriate intrusive advertisements is based on a contractual
liability. Therefore, the presentations of intrusive advertisement, especially
inappropriate ones, ruled in a contractual relation between Internet mobile service
users and advertisement media is a nonperformance action. In this relation, the
regulation on intrusive advertisement is expected to be more firm and clearer as an
attempt to enhance legal protection on consumers and to ensure legal certainty.
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